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ABSTRACT 

 
       Company always makes efforts to maximize its profits, including tax avoidance that's usually done by the 
management to increase profits for the company. To minimize the occurrence of tax avoidance, companies have to 
implement good corporate governance in their company. In every life cycle that company goes through, it also 
influences the tax avoidance actions that can be taken to maintain the company. This study aims to examine the 
relationship of corporate governance to tax avoidance that is moderated by the firm's life cycle. The total sample 
studied with a purposive sampling is 24 companies in the consumption industry sector listed on the Indonesia Stock 
Exchange for the 2015-2019 period. Data is analysed with a multiple linear regression that is then processed by using 
GRETL. Based on the results of the analysis, the components of corporate governance have no effect on tax 
avoidance, but the existence of a life cycle phase can affect independent commissioners and institutional ownership 
with  tax avoidance. 
 
Keywords: Tax Avoidance, Corporate Governance, Firm Life cycle, Institutional Ownership, Independent Committee, 
Audit Committee 
 

ABSTRAK 
 
         Perusahaan selalu melakukan upaya untuk memaksimalkan labanya, tidak terkecuali dengan melakukan 
penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan laba bagi perusahaan. Untuk 
meminimalkan terjadinya tax avoidance, perusahaan perlu menerapkan corporate governance yang baik. Dalam 
setiap siklus hidup yang dilewati oleh perusahaan turut berpengaruh dalam tindakan penghindaran pajak yang dapat 
dilakukan untuk mempertahankan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan corporate 
governance terhadap tax avoidance yang dimoderasi oleh siklus hidup perusahaan. Total sampel yang diteliti dengan 
purposive sampling adalah 24 perusahaan pada sektor industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2015-2019. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Pengumpulan data kemudian diolah 
menggunakan GRETL. Berdasarkan hasil analisis, komponen pada corporate governance tidak berpengaruh terhadap 
tax avoidance, namun dengan adanya fase siklus hidup dapat mempengaruhi komisaris independen dan kepemilikan 
institusional terhadap tax avoidance. 
 
Kata kunci: penghindaran pajak, Corporate Governance, siklus hidup perusahaan, kepemilikan institusional, 
komisaris independen, komite audit 

 

 
PENDAHULUAN 

 
Setiap perusahaan memiliki tujuan utama 

untuk memperoleh laba semaksimal mungkin untuk 
memenuhi kebutuhan para pemegang saham. Salah 
satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk 
memaksimalkan laba dapat dilakukan dengan 
membayar pajak secara efisien. Pembayaran pajak 

yang diberikan kepada negara berfungsi untuk 
meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. 
Namun, setiap pajak yang dibayarkan oleh 
perusahaan kepada negara juga berpotensi untuk 
mengurangi laba  yang diperoleh dari sebuah 
perusahaan.    

Terdapat beberapa cara yang dapat 
dilakukan perusahaan untuk menghindari 
berkurangnya laba, yaitu dengan melakukan 



perencanaan pajak atau menghindari beban pajak 
yang sering kali disebut dengan tax avoidance dan tax 
evasion. Nugroho dan Agustia (2017) menyatakan 
bahwa usaha memaksimalkan laba dapat dilakukan 
dengan meminimalkan beban pajak dimana 
pemegang saham menginginkan penghindaran pajak 
yang dilakukan oleh manajemen telah sesuai dengan 
porsi dalam ketentuan hukum yang berlaku. Tekanan 
yang dimiliki oleh manajemen untuk mengatur pajak 
dengan benar mengakibatkan setiap perusahaan 
perlu membentuk Corporate Governance yang baik 
sebagai bentuk pengawasan.  

Corporate Governance sebagai suatu sistem 
mekanisme pengawasan dalam mengatur 
perusahaan secara internal maupun eksternal, 
dibentuk dalam rangka untuk mendorong 
terwujudnya prinsip yang dimiliki oleh Corporate 
Governance yakni transparansi, accountability, 
responsibility, independency dan fairness (Tandean, 
2015).  Dalam penelitian ini, komponen sebagai 
pengukur Corporate Governance akan difokuskan 
kepada faktor proporsi komisaris independen, 
persentase kepemilikan institusional dan jumlah 
komite audit. Hal ini dikarenakan ketiga komponen 
tersebut memiliki peranan yang penting sebagai 
bentuk pengawasan dan pengendalian dalam 
perusahaan agar prinsip Corporate Governance dapat 
terpenuhi. Proporsi dewan komisaris perusahaan 
dibagi menjadi dua jenis yaitu dewan komisaris 
independen sebagai pihak yang tidak terafiliasi dan 
non-independen yang merupakan pihak terafiliasi. 

Sebagai bagian dari Corporate Governance, 
Komisaris Independen diharapkan dapat berperan 
sebagai penghubung dalam mengawasi pengambilan  
keputusan yang dilakukan oleh manajer Penelitian 
mengenai pengaruh Corporate Governance terhadap 
Tax Avoidance secara umum telah dilakukan di 
Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, 
semakin besar proporsi komisaris independen dalam 
perusahaan dapat berpengaruh negatif terhadap 
penghindaran pajak  (Sandy & Lukviarman, 2015; Yuni 
& Setiawan, 2019;  Mulyani et al, 2018;  Diantari & 
Ulupui 2016 ; Waluyo 2017) , jumlah komite audit 
berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 
(Sandy & Lukviarman, 2015; eksandy, 2017; Diantari, 
& Ulupui, 2016) dan persentase kepemilikan 
institusional berpengaruh negatif terhadap 
penghindaran pajak (Yuni & Setiawan 2019, Waluyo 
2017). Dengan adanya hasil yang negatif menunjukan 
bahwa perusahaan semakin tidak agresif dalam 
melakukan penghindaran pajak. 

Selain adanya pengaruh dari corporate 
governance, tahap siklus hidup perusahaan juga 

menjadi salah satu penentu utama terjadinya 
penghindaran pajak (Hasan et al, 2016). Adanya 
perbedaaan sumber daya, insentif, peluang 
manajerial dan fundamental ekonomi di dalam 
perusahaan pada tahap siklus hidup tertentu 
menyebabkan adanya tingkat penghindaran pajak 
perusahaan yang berbeda. Hal ini membuat peneliti 
termotivasi untuk menggunakan siklus hidup 
perusahaan sebagai variabel moderasi. Dengan 
adanya variabel moderasi siklus hidup perusahaan, 
diharapkan dapat mengetahui apakah mampu 
memperlemah atau memperkuat hubungan antara 
variabel corporate governance dengan variabel tax 
avoidance. 

Dalam perumpamaan Moshtagh et al (2014), 
siklus perusahaan seperti layaknya manusia yang juga 
melalui banyak jenjang tahapan dalam hidup dari 
lahir hingga kematian. Berdasarkan dari hasil 
penelitian Rezayar dan Assadi (2016), siklus hidup 
perusahaan dibagi menjadi empat tahapan yakni 
melalui fase introduction, growth, mature dan 
decline. Selama melewati fase siklus hidup 
perusahaan akan berpengaruh terhadap keadaan 
struktur, sumber daya,  aliran kas hingga 
pengendalian internal yang berbeda (Rizal & Sebrina, 
2019). Dimana dalam setiap tahapan yang dilalui oleh 
setiap perusahaan memiliki pengaruh yang berbeda 
dari pengambilan keputusan perusahaan dalam 
melakukan penghindaran pajak. Selama melewati 
keempat tahapan tersebut terdapat adanya 
pengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak. 
Perusahaan secara positif dan signifikan terhadap 
penghindaran pajak selama melewati fase 
introduction dan decline, sedangkan perusahaan 
berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap 
penghindaran pajak selama melewati fase growth 
dan mature (Hasan et al, 2016; Mangoting & Onggara, 
2019). 

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk 
memperoleh bukti empiris apakah siklus hidup 
perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah 
hubungan antara Corporate Governance dengan Tax 
Avoidance. Sehingga, penulis memutuskan untuk 
mengangkat penelitian yang berjudul “Pengaruh 
Corporate Governance terhadap Aktivitas Tax 
Avoidance dengan Siklus Hidup Perusahaan sebagai 
Variabel Moderasi”. Sebagai sampel dalam penelitian 
ini, penulis menggunakan seluruh perusahaan di 
sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 
pada tahun 2015 - 2019. Hal ini dikarenakan 
perusahaan di sektor industri konsumsi kerap 
berkembang dan memiliki pertumbuhan yang 
signifikan di Indonesia, terutama dalam sektor 



industri makanan dan minuman yang telah 
bertumbuh sebanyak 7,99% pada tahun 2019 
disebabkan karena adanya pertumbuhan dari 
dukungan sumber daya alam melimpah dan diiringi 
oleh permintaan domestik yang tinggi (kemenperin, 
2019). 

 
Teori Agensi (Agency Theory) 
 

Teori agensi menjelaskan hubungan yang 
dimiliki antara agent dengan principal. Dimana agent 
merupakan manajemen yang diberikan kepercayaan 
untuk menjalankan tanggung jawab oleh perusahaan 
dengan principal yang dimaksud sebagai pemegang 
saham atau pemilik. Pada umumnya kepemilikan 
suatu perusahaan dipegang oleh beberapa pemegang 
saham, namun tidak seluruh pemegang saham 
mampu berperan secara langsung dalam 
mengendalikan jalannya perusahaan. Maka dari itu, 
pemegang saham (principal) merekrut manajemen 
(agent) untuk mengelola jalannya perusahaan. Dalam 
posisi ini, seringkali manajer bertindak tidak 
menyesuaikan dengan keinginan pemegang saham 
terutama dalam memaksimalkan kebutuhan bagi 
para pemegang saham (Asiyah, 2018). Pemegang 
saham terus memaksa manajer agar perusahaan 
mengalami peningkatan nilai maupun kinerja dengan 
mendapatkan laba perusahaan yang tinggi namun 
beban yang dimiliki oleh perusahaan harus tetap kecil 
(Putra et al, 2018). Manajer perusahaan akhirnya 
melakukan tindakan penghindaran pajak dengan 
meningkatkan biaya yang dikeluarkan perusahaan 
supaya laba sebelum pajak di laporan keuangan 
perusahaan berkurang. Di sisi lain, pemegang saham 
mengharapkan perusahaan menghasilkan laba yang 
tinggi dalam laporan keuangan agar dividen yang 
dibagikan kepada pemegang saham semakin 
maksimal (Nugroho & Agustia 2017).  

 
Resource Based Theory   
 
         Teori ini menjelaskan bahwa semakin baik 
perusahaan mengelola sumber dayanya, maka 
perusahaan tersebut dapat memiliki peluang yang 
lebih baik dalam dunia persaingan bisnis. Resource 
based theory berfokus terhadap bagaimana 
perusahaan mengupayakan kemampuan organisasi 
dalam mengelola sumber daya pada strategi bisnis 
yang diterapkan dalam setiap tahap siklus hidup 
perusahaan (Suranta et al, 2019). Sumber daya yang 
dimaksud yaitu arus kas operasi, investasi dan 
pendanaan perusahaan. Secara relatif perusahaan 

akan menjalani tahapan siklus hidup yang serupa, 
namun setiap perusahaan akan berada dalam posisi 
tahapan yang berbeda. Sehingga, strategi bisnis yang 
akan dilakukan perusahaan dalam setiap tahap siklus 
hidup tidak akan sama. Strategi bisnis ini biasanya 
akan berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam 
mengalokasi sumber dayanya hingga kegiatan 
investasi maupun inovasi produk. Maka dari itu, 
kemungkinan manajemen dalam menjalankan 
penghindaran pajak juga dapat terprediksi dengan 
mengamati setiap karakteristik tahap siklus hidup 
perusahaan selama membangun nilai kompetitifnya. 
 
 Tax Avoidance 
        

Pohan (2013) menjelaskan bahwa tax 
avoidance merupakan upaya menghindari pajak yang 
bersifat legal bagi wajib pajak dan tidak bertentangan 
dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Metode 
dan teknik cara yang digunakan dalam tax avoidance 
cenderung memanfaatkan kelemahan yang ada 
diundang-undang dan peraturan perpajakan yang ada 
untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. 
Melakukan tax avoidance juga memiliki resiko yang 
memungkinkan terjadi di perusahaan salah satunya 
mendapatkan denda, mempengaruhi reputasi 
perusahaan dan publisitas. 
 Pada penelitian ini, tax avoidance dihitung 
menggunakan metode effective tax rate atau yang 
biasa disebut ETR. Nilai ETR yang lebih rendah 
menandakan jika perusahaan melakukan tingkat 
penghindaran pajak yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika 
nilai ETR yang semakin tinggi menandakan jika 
perusahaan melakukan penghindaran pajak yang 
rendah (Andrean, 2018). Perhitungan ETR 
dirumuskan sebagai berikut : 
 

ETR𝑖𝑖𝑖𝑖  = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑝𝑝𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝑝𝑝 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑠𝑠𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝑝𝑝 𝑖𝑖𝑖𝑖

x100% 

 
Proporsi Kepemilikan Institusional         
 

Kepemilikan institusional merupakan 
proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh 
institusi atau lembaga seperti pemerintah, 
perusahaan asuransi, investor asing, bank, dan 
kepemilikan institusi lainnya (Dewi & Jati, 2014). 
Institusi atau lembaga yang dimaksud dalam 
kepemilikan institusional merupakan pihak luar yang 
menanamkan saham pada perusahaan terkait. 
Institusi atau lembaga yang berinvestasi 
menyerahkan tanggung jawab kepada divisi untuk 
mengelola investasinya dalam perusahaan tersebut 



(Cahyono et al., 2016). Semakin besar investasi di 
dalam perusahaan maka sistem pengawasan dalam 
perusahaan harus semakin tinggi. Adanya 
kepemilikan institusional mampu mengawasi kinerja 
manajemen dalam setiap pengambilan keputusan, 
maka dari itu semakin besarnya proporsi kepemilikan 
institusional di dalam perusahaan dapat mendorong 
meningkatnya pengawasan kinerja manajemen 
supaya efisien dan maksimal. Proporsi kepemilikan 
institusional yang tinggi dapat mengurangi sikap 
manajer bertindak egois yang mementingkan diri 
sendiri karena adanya pengawasan yang intensif 
(Oktofian, 2015). Proporsi kepemilikan institusional 
dirumuskan sebagai berikut : 
 
KepIn𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐽𝐽𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵ℎ 𝑠𝑠𝐵𝐵ℎ𝐵𝐵𝑠𝑠 𝑦𝑦𝐵𝐵𝐵𝐵𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑖𝑖𝐵𝐵𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖

𝐽𝐽𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵ℎ 𝑠𝑠𝐵𝐵ℎ𝐵𝐵𝑠𝑠 𝑦𝑦𝐵𝐵𝐵𝐵𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑖𝑖𝑖𝑖
x 100% 

 
Proporsi Komisaris Independen 
 
 Komisaris independen adalah sebuah badan 
dalam perusahaan yang beranggotakan dewan 
komisaris independen yang statusnya berasal dari 
luar perusahaan. Komisaris independen berfungsi 
sebagai pengawas yang menilai kinerja perusahaan 
(Oktadella & Zulaikha, 2010). Komisaris independen 
harus menjadi pihak yang tidak memiliki hubungan 
afiliasi dengan manajemen, pemegang saham 
pengendali, anggota komisaris dan direksi lain di 
perusahaan terkait (Diantari & Ulupui, 2016). 
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 57 
tahun 2017, jumlah anggota komisaris independen 
dalam perusahaan minimal 30% dari total seluruh 
anggota dewan komisaris, jika perusahaan telah 
sesuai dalam aturan ini maka perusahaan telah 
menaati peraturan corporate governance menurut 
aturan (BEI) Nomor Kep- 305/BEJ/07-2004 (Eksandy, 
2017). Proporsi komisaris independen yang semakin 
besar dalam perusahaan akan meningkatkan 
pengawasan terhadap manajemen sehingga 
kemungkinan manajemen untuk melakukan 
kecurangan akan semakin kecil (Raharjo & Daljono, 
2014). Perhitungan komisaris independen 
dirumuskan sebagai berikut: 
 
KomIn𝑖𝑖𝑖𝑖 =𝐽𝐽𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵ℎ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑦𝑦𝑦𝑦𝑎𝑎𝑖𝑖𝐵𝐵 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝐵𝐵𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑖𝑖𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖

𝐽𝐽𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐵𝐵ℎ 𝑠𝑠𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠ℎ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑦𝑦𝑦𝑦𝑎𝑎𝑖𝑖𝐵𝐵 𝑑𝑑𝐵𝐵𝑑𝑑𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑖𝑖𝑖𝑖
x 100% 

 
Komite Audit  
 
 Komite Audit merupakan sebuah organ 
penting dalam perusahaan yang dibutuhkan untuk 
menerapkan Good Corporate Governance (GCG). 

Komite Audit dibentuk dan bertanggung jawab 
kepada Dewan Komisaris dalam rangka untuk 
membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. 
Tanggung jawab dan fungsi komite audit yang perlu 
dipenuhi yaitu untuk memastikan bahwa manajemen 
telah membuat laporan keuangan yang sesuai dengan 
kondisi keuangan sebenarnya, perusahaan telah 
dijalankan sesuai dengan peraturan dan undang-
undang yang berlaku dan sebagai bentuk 
pengawasan bagi perusahaan untuk menghindari 
adanya hal yang mampu memberikan risiko serta 
sebagai sistem pengendalian internal. 

Semakin sedikit keanggotaan komite audit 
dapat berdampak pada sedikitnya keragaman 
maupun pengalaman dalam bidang akuntansi dan 
keuangan yang dimiliki oleh anggota sehingga kurang 
mampu menganalisa laporan keuangan dengan baik 
maupun menjalankan prinsip - prinsip pengawasan 
internal (Sandy & Lukviarman, 2015). Maka dari itu, 
sesuai dengan yang diatur oleh BAPEPAM - LK (2012) 
bahwa setiap anggota Komite Audit diangkat dan 
diberhentikan oleh dewan komisaris dengan 
beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang yang 
terdiri dari komisaris independen sebagai ketua 
bersama dengan pihak profesional dari luar emiten 
atau perusahaan publik. Dengan mengikuti jumlah 
anggota Komite Audit sesuai yang diatur dalam 
BAPEPAM - LK diharapkan mampu menjalankan 
tanggung jawabnya dengan memberikan masukan 
terhadap kendala mengenai kebijakan keuangan, 
akuntansi dan pengendalian internal. Maka dari itu, 
untuk mengukur seberapa baik kinerja komite audit 
akan diukur dengan seberapa banyak jumlah anggota 
komite audit yang dimiliki oleh perusahaan. 
 

 KA𝑖𝑖𝑖𝑖= ∑Anggota komite auditit 
 
Siklus Hidup Perusahaan 
 

Siklus hidup perusahaan merupakan jenjang 
proses yang dilalui perusahaan untuk berkembang 
dan merupakan suatu proses linear yang berurutan. 
Semua perusahaan pasti melalui tahap pendirian, 
bertumbuh matang hingga akhirnya tutup.  Penelitian 
Dickinson (2011) membagi siklus hidup perusahaan 
menjadi 5 fase yaitu introduction, growth,  mature, 
shake out, dan decline. Pada fase introduction 
perusahaan masih dalam tahap start-up sehingga 
perusahaan memerlukan sumber daya untuk 
melakukan investasi terhadap pembiayaan awal 
maupun modal. Pada tahap growth perusahaan mulai 
bertumbuh dan sudah berhasil melalui rintangan di 
masa awal serta berhasil memperjuangkan produk 



barang atau jasa yang dijual di pasar, perusahaan juga 
mulai mendapatkan kedudukan yang bermakna di 
mata pesaing potensial (Abbas, et al 2018). Pada 
tahap ini perusahaan melakukan investasi yang besar 
untuk mendapatkan laba dan arus kas cenderung 
positif. Pada fase mature , perusahaan berusaha 
untuk lebih efisien dengan mengurangi kegiatan 
investasi dan hal-hal yang tidak pasti. Perusahaan 
cenderung memiliki karakteristik untuk 
meningkatkan struktur tata kelola perusahaan dan 
juga distribusi modal yang diberikan kepada 
pemegang saham lebih besar (Hasan et al., 2016). 
Pada fase decline, perusahaan mengalami penurunan 
sehingga perusahaan lebih fokus kepada likuidasi aset 
yang memungkinkan terjadinya arus kas operasi yang 
negatif. Arus kas perusahaan pada fase ini tidak stabil, 
tingkat likuiditas perusahaan rendah. Pada tahap 
shake out Perusahaan mengalami penurunan 
penjualan yang signifikan. Untuk mengembalikan 
posisi Perusahaan pada posisi semula, Perusahaan 
perlu menekan kembali inovasi terbaru (Mangoting & 
Onggara, 2018). Tahap shakeout tidak akan 
digunakan dalam penelitian ini.  

 
Introductionit   CFO < 0, CFI < 0, CFF > 0 
Growth it:  CFO > 0, CFI < 0, CFF > 0 
Mature it:  CFO > 0, CFI < 0, CFF < 0  
Decline it:  CFO < 0, CFI > 0, CFF ≤ or ≥ 0 
 
Hubungan kepemilikan institusional dengan tax 
avoidance 
 
 Menurut Fadilah (2014) semakin tinggi 
tingkat kepemilikan institusional dapat mengurangi 
terjadinya permasalahan perbedaan kepentingan 
antara agen dan principal yang dapat mengurangi 
kemungkinan terjadinya tax avoidance pada 
perusahaan. Hal ini dikarenakan kepemilikan 
institusional memiliki kemampuan untuk memantau 
secara efektif dalam mengontrol tata kelola sehingga 
dapat berpengaruh terhadap tindakan manajemen 
dalam melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi 
persentase kepemilikan institusional di suatu 
perusahaan maka tingkat pengawasan terhadap 
sistem tata kelola akan semakin baik sehingga dapat 
mengurangi konflik keagenan yang dapat 
menyebabkan tindakan penghindaran pajak semakin 
berkurang.  
 
H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif 
terhadap penghindaran pajak 
 

Hubungan antara Komisaris Independen dengan Tax 
Avoidance 
 
 Seperti yang dijelaskan dalam agency theory, 
ada perbedaan keinginan antara principal sebagai 
pemegang saham yang mendorong agent sebagai 
manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan 
dengan mendorong bertambahnya laba namun ingin 
memaksimalkan efisiensi biaya perusahaan melalui 
pembayaran pajak yang timbul. Pada kasus seperti ini 
komisaris independen dapat mengupayakan untuk 
meminimalkan terjadinya penghindaran pajak karena 
pihak komisaris independen tidak terafiliasi dengan 
kepentingan pemilik saham (Prakosa, 2014). Semakin 
besarnya jumlah komisaris independen, maka 
pengawasan terhadap manajemen didalam 
perusahaan akan semakin ketat untuk mencegah 
terjadinya penghindaran pajak.  

H2: Komisaris independen berpengaruh negatif 
terhadap penghindaran pajak 
 
Hubungan antara Komite Audit dengan Tax 
Avoidance 
 

Anggota komite audit memiliki keahlian 
dalam bidang akuntansi maupun keuangan sehingga 
lebih memahami peraturan yang diatur dalam 
perpajakan dan mampu menghindari risiko deteksi. 
Dengan keahlian yang mumpuni di bidangnya, komite 
audit mampu memberi masukan maupun saran yang 
bermanfaat untuk penghindaran pajak (Puspita, 
2014). Di dalam BEI telah diatur bahwa jumlah 
keanggotaan komite audit sedikitnya adalah tiga 
orang. Sehingga semakin sedikitnya jumlah anggota 
komite audit dapat menyebabkan rentannya 
tindakan manajemen dalam meminimalisasi laba 
demi kepentingan penghindaran pajak (Sandy & 
Lukviarman, 2015).  
 
H3: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Tax 
Avoidance. 
 
Hubungan antara Siklus Hidup Perusahaan dengan  
Tax Avoidance  
 

 Dari setiap tahapan siklus hidup yang 
dilewati perusahaan terdapat karakteristik yang 
berbeda-beda. Pada saat perusahaan melewati tahap 
introduction pada umumnya perusahaan masih 
belum mampu memahami dengan baik bagaimana 
menentukan arus kas yang baik untuk di masa depan 
sehingga manajer memiliki kesempatan untuk 



mengatur penghindaran pajak yang dapat dilakukan 
bagi perusahaan (Suranta et al, 2020). Selain itu 
kondisi yang serupa juga terjadi pada saat 
perusahaan melewati tahap decline, pada saat 
perusahaan melewati tahap ini perusahaan 
cenderung untuk menghindari pajak karena arus kas 
perusahaan yang tidak stabil dan terjadinya likuiditas 
perusahaan atau manajemen cenderung untuk lebih 
memilih mengambil resiko tinggi yang dapat 
melibatkan kegiatan finansial yang agresif dan 
strategi perpajakan yang hingga berujung dengan 
kemungkinan terjadinya untuk melakukan 
penghindaran pajak (Irawan & Afif, 2020).  

Dalam siklus hidup perusahaan, perusahaan 
juga akan melewati tahap growth dan mature dimana 
dalam tahapan ini perusahaan tengah berada di fase 
yang stabil dalam kegiatan bisnisnyanya. Selama 
berada di fase growth, perusahaan telah bangkit dari 
tahapan introduction. Pada tahapan ini perusahaan 
telah mulai dikenal oleh pasar dan berani untuk 
memperluas bisnisnya dengan mulai melakukan 
pengenalan dengan mengeluarkan produk baru. Lalu 
perusahaan akan melewati tahap mature, dimana 
pada tahap ini perusahaan telah memiliki akses yang 
lebih besar untuk memperoleh sumber dayanya. 
Pada tahapan ini perusahaan juga tidak lagi 
menghadapi volatilitas arus kas dan memiliki net 
income yang lebih konsisten (Irawan & Afif, 2020). 
Sehingga pada tahap ini perusahaan tidak cenderung 
untuk melakukan penghindaran pajak. Hipotesis ini 
juga sejalan dengan hasil dari penelitian  Hasan et al., 
(2016) serta Mangoting & Onggara, (2019) dimana 
perusahaan pada saat melewati tahap mature dan 
growth berpengaruh negatif  terhadap penghindaran 
pajak. 
 
H4 : Siklus Hidup Perusahaan pada tahap introduction 
dan decline (mature dan growth) berpengaruh positif 
(negatif) terhadap Tax Avoidance 

Hubungan Siklus Hidup Perusahaan dalam 
memoderasi hubungan dari kepemilikan 
institusional dengan Tax Avoidance 

 
Karena adanya tata kelola pada kepemilikan 

institusional yang baik, maka besarnya kepemilikan 
institusional dapat berpengaruh untuk mengurangi 
keagresifan manajemen dalam melakukan 
penghindaran pajak. Namun, tata kelola perusahaan 
yang baik juga tidak menjamin perusahaan tidak 
melakukan penghindaran pajak karena adanya 
perubahan kondisi tahapan yang dilalui perusahaan 

yaitu siklus hidup perusahaan yang dapat 
mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak 
perusahaan. Pada fase introduction dan decline 
perusahaan cenderung pada kondisi sulit sehingga 
cenderung lebih menghindari pajak. Sedangkan pada 
fase mature dan growth perusahaan sudah 
cenderung stabil sehingga cenderung tidak 
melakukan penghindaran pajak. Saat perusahaan 
berada di fase introduction dan decline maka 
hubungan antara kepemilikan institusional dengan 
tax avoidance akan semakin lemah. Sebaliknya, 
apabila perusahaan berada di fase growth dan 
mature maka hubungan kepemilikan institusional 
dengan tax avoidance akan semakin kuat.   

H5 : Perusahaan pada fase introduction dan decline 
(growth dan mature) akan memperlemah 
(memperkuat) hubungan antara kepemilikan 
institusional dengan tax avoidance 

Hubungan Siklus Hidup Perusahaan dalam 
memoderasi hubungan dari komisaris independen 
dengan Tax Avoidance 

 
Karena sikapnya yang independen, komisaris 

independen dapat meminimalkan terjadinya 
penghindaran pajak di dalam perusahaan. Sehingga 
semakin besar jumlah proporsi komisaris independen 
maka penghindaran pajak akan semakin berkurang. 
Namun selain adanya komisaris independen yang 
dapat mempengaruhi pengambilan keputusan 
perusahaan dalam penghindaran pajak, ada faktor 
lain yaitu siklus perusahaan yang dapat berpengaruh 
pada penghindaran pajak perusahaan karena di 
setiap fase yang dilalui siklus perusahaan memiliki 
perbedaan perilaku pada perusahaan dalam 
pembayaran pajaknya.  

H6 :  Perusahaan pada fase introduction dan decline 
(growth dan mature) akan memperlemah 
(memperkuat) hubungan antara komisaris 
independen dengan tax avoidance 

Hubungan Siklus Hidup Perusahaan dalam 
memoderasi hubungan dari komite audit dengan 
Tax Avoidance 

 
Adanya komite audit memungkinkan 

pengendalian perusahaan dan laporan keuangan 
berjalan secara efektif, termasuk dengan peranannya 
untuk membawa perusahaan berada di koridor yang 
tepat untuk tidak melakukan penghindaran pajak.  



Namun setiap perusahaan tidak akan selalu melewati 
tahapan yang sama, hal ini disebut sebagai siklus 
hidup perusahaan. Dalam setiap tahap siklus hidup 
yang dilewati oleh sebuah perusahaan memiliki 
pengaruh yang berbeda terhadap penghindaran 
pajak. Masih sama dengan hasil sebelumnya, pada 
tahap introduction dan decline perusahaan 
cenderung lebih menghindari pajak, berbeda dengan 
tahap mature dan growth dimana perusahaan sudah 
stabil dan cenderung tidak menghindari pajak. Oleh 
karena itu, perusahaan pada fase introduction dan 
decline memperlemah hubungan antara komite audit 
dengan tax avoidance. Sebaliknya, apabila 
perusahaan berada di fase growth dan mature 
memperkuat hubungan antara komite audit dengan 
tax avoidance. 

H7 : Perusahaan pada fase introduction dan decline 
(growth dan mature) akan memperlemah 
(memperkuat) hubungan antara komite audit dengan 
tax avoidance.  
 

METODE PENELITIAN 
 
 Penelitian ini menggunakan data kuantitatif 
sebagai model analisis dan digambarkan sebagai 
berikut : 
 

Tabel 1 Model Analisis 

 
 
Hipotesis akan akan diuji dengan metode regresi 
linear berganda dengan rumus:  

TAit= α +  β1KepInit+ β2KomInit+ β3KAit+ β4SHit+ β5SHit* 
KepInit+  β6SHit* KomInit+ β7SHit* KAit+ εit 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu kuantitatif. Sumber data penelitian adalah 
sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi 
dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang 
terdaftar di BEI 2015-2019. Pada penelitian ini, 
populasi yang diambil melalui perusahaan sektor 

industri konsumsi yang terdaftar di BEI 2015-2019. 
Metode pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan purposive sampling dengan memilih 
subjek berdasarkan kriteria spesifik yang diterapkan 
oleh peneliti.  

Analisis data pada penelitian ini 
menggunakan analisis regresi data panel melalui 
pendekatan kuantitatif. Penelitian data panel 
menggabungkan data cross section dengan data time 
series. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini 
seluruhnya akan dikelompokan kemudian dilakukan 
perhitungan supaya dapat membantu terhadap 
pengumpulan data yang telah terkumpul dari GRETL. 
Untuk melakukan analisis data, tahapan yang perlu 
dilakukan yaitu melakukan penghitungan statistik 
deskriptif, menentukan model estimasi, melakukan 
uji kelayakan regresi linear berganda, melakukan uji  
asumsi klasik dan melakukan uji kelayakan hipotesis. 

 
HASIL PENELITIAN 

 
Gambaran umum pada penelitian ini 

dilakukan berdasarkan sektor industri konsumsi yang 
terdaftar di BEI 2015-2019. Setelah dilakukan 
purposive sampling, dari total 51 perusahaan hanya 
terdapat 24 perusahaan yang memenuhi kriteria. 
Sehingga, total sampel yang digunakan pada 
penelitian ini sebanyak 120 sampel.  

 
Tabel 2 Statistik Deskriptif  

Sumber:Hasil Uji Software GRETL 

Hasil analisis deskriptif (tabel 2) variabel Tax 
Avoidance (ETR) diperoleh Mean 27%,  angka ini 
menunjukan bahwa rata -rata perusahaan memiliki 
nilai ETR yang cukup tinggi (diatas 25%) dan 
menandakan bahwa perusahaan pada sektor 
konsumsi yang terdaftar di BEI memiliki tingkat 
agresivitas penghindaran pajak yang rendah. Nilai 
tertinggi (max) sebesar 0,81 yang menandakan 
bahwa ada perusahaan yang belum mampu 



melakukan efisiensi dalam pembayaran pajak dan 
nilai terendah (min) sebesar 0,036  yang menandakan 
bahwa ada perusahaan yang sangat agresif dalam 
melakukan penghindaran pajak.  Pada variabel 
Kepemilikan Institusional (KepIn) diperoleh nilai 
mean sebesar 0,72 angka ini menunjukkan bahwa 
rata-rata saham yang dimiliki oleh institusi didalam 
suatu perusahaan sebesar 72%. Nilai tertinggi (max) 
sebesar 0,99 atau 99% yang menandakan bahwa 
terdapat perusahaan yang hampir seluruh sahamnya 
dimiliki oleh institusi dan nilai terendah (min) sebesar 
0,011 atau 11% tertinggi (max) sebesar 0,99 dan nilai 
terendah (min) sebesar 0,051. Pada variabel 
Komisaris Independen (KomIn) diperoleh nilai mean 
sebesar  0,42 atau 42%, angka ini menandakan bahwa 
rata-rata perusahaan pada sektor konsumsi yang 
terdaftar di BEI sudah sesuai dengan aturan POJK no 
57 yang mengharuskan perusahaan memiliki anggota 
komisaris independen minimal sebesar 30%. Nilai 
terendah (min) sebesar 0,33 atau 33%, angka ini 
menunjukan rata-rata perusahaan sudah memenuhi 
aturan POJK no 54, sedangkan nilai tertinggi (max) 
sebesar 0,8 atau 80% yang menandakan bahwa ada 
perusahaan pada sektor konsumsi yang memiliki 
jumlah komisaris independen yang sangat tinggi dan 
tidak melanggar aturan POJK no 54. Pada variabel 
Komite Audit (KA) diperoleh nilai mean sebesar 3,02 
yang menandakan bahwa rata-rata perusahaan 
sudah sesuai dengan BAPEPAM-LK 2012 yang 
mengatur bahwa jumlah anggota komite audit 
minimal adalah 3. Nilai tertinggi (max) sebesar 4,00 
dan nilai terendah (min) sebesar 3,00, angka ini 
menandakan bahwa semua perusahaan sektor 
konsumsi yang terdaftar di BEI telah sesuai dengan 
peraturan BAPEPAM-LK 2012. Dan yang terakhir 
untuk asil analisis deskriptif variabel Kepemilikan 
Institusional*Siklus Hidup Perusahaan (KepIn*SH) 
diperoleh nilai tertinggi (max) sebesar 0,92 dan nilai 
terendah (min) sebesar 0,00. Dengan mean 
Kepemilikan Institusional*Siklus Hidup Perusahaan 
(KepInSH) sebesar 0,063, median 0,00, dan standar 
deviasi 0,21. 

 

Model Estimasi Data Panel 
 
Dalam melakukan analisis data panel, 

langkah awal yang harus dilakukan adalah 
menentukan model estimasi yang paling sesuai, yaitu 
antara Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan 
Random Effect Model. Untuk mengetahui model 
estimasi yang sesuai harus dilakukan Uji chow, Uji 

Lagrange Multiplier dan Uji Hausman. Uji chow 
membandingkan mana yang lebih sesuai antara 
Common Effect Model dengan Fixed Effect Model. Uji 
Lagrange Multiplier membandingkan mana yang lebih 
sesuai antara Common Effect Model dengan Fixed 
Effect Model.  

Pada hasil uji software GRETL, P-Value pada 
uji chow senilai 0,200422 (>0,05) maka common 
effect model yang diterima.  P-value pada lagrange 
multiplier senilai 0,548 (>0,05) maka  common effect 
model yang diterima. p-value pada Hausman test 
senilai 0,825 (>0,05) maka random effect model yang 
akan digunakan. 

Hasil Uji pada chow test dan lagrange 
multiplier menunjukkan hasil bahwa Common Effect 
Model merupakan model yang cocok, maka model ini 
diterima dan akan digunakan pada penelitian. Apabila 
Common Effect Model yang digunakan, maka 
selanjutnya uji normalitas, heteroskedastisitas, 
multikolinearitas perlu dilakukan.  

Uji Kelayakan Model Regresi Linear Berganda  

 
Tabel 3 OLS 

Sumber:Hasil Uji Software GRETL 

Hasil uji koefisien determinasi (R2) adalah 
sebesar 0,086 yang ditunjukkan melalui Adjusted R-
Square. Angka yang dihasilkan ini menunjukkan 
bahwa seluruh variabel independen yang digunakan 
dalam penelitian mampu menggambarkan 8,6% 
terhadap variabel dependen. Sedangkan sisanya yang 



sebesar 90.96% dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diuji dalam penelitian ini. 

Hasil Uji-F sebesar 0,015 dan menunjukan p-
value< 0,05. Dengan demikian, seluruh variabel 
independen yang digunakan dalam model regresi 
mampu mempengaruhi variabel dependennya layak 
untuk digunakan dalam penelitian. 

 
Pengujian Asumsi Klasik 

  
 Common effect model mengharuskan untuk 
melakukan uj normalitas, uji heteroskedasitas, dan uji 
multikolinearitas. Pada uji normalitas, Hasil uji 
software GRETL pada uji normalitas di penelitian ini 
menunjukan bahwa probability 0,000 < 0,05 dan 
menunjukan distribusi tidak normal. Distribusi tidak 
normal pada uji normalitas dapat diabaikan dengan 
didasari teori central limit yang menyatakan bahwa 
tidak membutuhkan banyak informasi mengenai 
distribusi aktual variabel semasih adanya sampel yang 
cukup, sehingga dapat didistribusikan secara normal. 
Hal ini dikarenakan teori central limit bersifat lebih 
sederhana.  
 Menurut hasil uji heteroskedasitas, hasil 
signifikansi 0,295 (P-value >0,05) maka dapat 
disimpulkan bahwa  tidak terjadi adanya masalah 
heteroskedastisitas. 

Menurut hasil uji multikolinearitas, VIF 
kurang dari 10 (VIF <10) pada variabel Kepemilikan 
Institusional (KepIn), Komisaris Independen (KomIn), 
dan Komite Audit (KA) artinya menandakan tidak 
terjadi multikolinearitas. Namun, terdapat VIF lebih 
dari 10 (VIF >10) pada variabel Siklus Hidup(SH), 
interaksi hubungan antara Siklus Hidup Perusahaan 
dengan Kepemilikan Institusional (KepIn*SH), 
interaksi hubungan antara Siklus Hidup Perusahaan 
dengan Komisaris Independen (KomIn*SH), dan 
interaksi hubungan antara Siklus Hidup Perusahaan 
dengan Kualitas Audit (KA*SH) artinya menandakan 
terjadi multikolinearitas. 
 

 
Uji Kelayakan Hipotesis 

 
Hasil dari uji hipotesis (tabel 3 OLS) 

menunjukkan ada tidaknya hubungan antara variabel 
independen dan variabel dependen karena p-value 
>0,05. Arah hubungan variabel independen dengan 
variabel dependennya dapat dilihat pada koefisien. 
Saat koefisien positif, maka terjadi hubungan positif 
antara variabel independen dan variabel 
dependennya. Namun, saat koefisien negatif, hal ini 
menunjukkan hubungan yang terjadi antara variabel 

independen dan variabel dependennya adalah 
hubungan negatif.  

 
Uji Hipotesis 

 
H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif 
terhadap Tax Avoidance 
 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai 
p-value dari kepemilikan institusional adalah  0,113 
(p-value > 0.05). Sehingga, Kepemilikan Institusional 
(KepIn) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax 
Avoidance. Oleh karena itu, H1 yang menyatakan 
bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif 
terhadap Tax Avoidance ditolak. Hasil penelitian ini 
tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Yuni 
& Setiawan (2019); Waluyo (2017) yang menyatakan 
bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif 
terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa besar kecilnya kepemilikan 
institusional di dalam perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap aktivitas tax avoidance. Adanya kepemilikan 
institusional tentu dapat mengawasi, mendisiplinkan 
dan berpengaruh pada manajemen untuk 
mementingkan keinginannya sendiri, namun 
kepemilikan institusional belum dapat memberikan 
kontrol secara langsung pada manajemen terhadap 
praktik penghindaran pajak. Sehingga pengawasan 
yang dilakukan oleh kepemilikan institusional kurang 
efektif bagi perusahaan dalam praktik penghindaran 
pajak. Hasil penelitian sebelumnya yang mendukung 
penelitian ini dilakukan oleh Fadhilah (2014), 
Tandean (2014), Sunarsih dan Oktaviani (2016), dan 
Damayanti dan Susanti (2015) yang menyatakan 
bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki 
pengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak.  

 
H2 : Komisaris independen berpengaruh negatif 
terhadap Tax Avoidance 
 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai 
p-value dari komisaris independen adalah 0,797 (p-
value>0.05). Sehingga, Komisaris Independen 
(Kom*In) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax 
Avoidance. Oleh karena itu, H2 yang menyatakan 
bahwa komisaris independen berpengaruh negatif 
terhadap Tax Avoidance ditolak.Hasil penelitian ini 
tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh 
Sandy & Lukviarman, 2015; Yuni & Setiawan, 2019;  
Mulyani et al, 2018;  Diantari & Ulupui 2016 ; Waluyo 
2017 yang menyatakan bahwa komisaris independen 
berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa besar kecilnya 



komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 
aktivitas tax avoidance perusahaan. Adanya dewan 
komisaris berguna sebagai pemberi nasehat dan 
saran bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan 
yang berlaku, namun komisaris independen tidak 
dapat turun dalam pengambilan keputusan 
perusahaan. Maka dari itu, jika nasehat dan saran 
yang diberikan oleh komisaris independen tidak 
dilaksanakan oleh manajemen, maka aktivitas 
penghindaran pajak dapat tetap terjadi. Hasil 
penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Alifianti (2017) yang menyatakan 
bahwa bahwa komisaris independen tidak 
berpengaruh signifikan terhadap aktivitas tax 
avoidance. 

 
H3 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Tax 
Avoidance 
 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai 
p-value dari komite audit adalah 0,968 (p-
value>0.05). Sehingga Komite Audit (KA) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Oleh 
karena itu, H3 yang menyatakan bahwa Komite Audit 
berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance ditolak. 
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil 
penelitian sebelumnya oleh Sandy & Lukviarman, 
2015; eksandy, 2017; Diantari, & Ulupui, 2016 yang 
menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh 
negatif terhadap Tax Avoidance. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa komite audit belum mampu 
meningkatkan pengawasan terhadap manajemen 
yang disebabkan karena kewenangan komite audit 
masih dibatasi oleh dewan komisaris sehingga 
memungkinkan komite audit membantu manajemen 
dalam melakukan penghindaran pajak. Komite audit 
didalam perusahaan cenderung bersifat netral 
sehingga jumlah komite audit belum dapat dijadikan 
jaminan untuk aktivitas penghindaran pajak 
perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Damayanti dan Susanti (2015) yang menyatakan 
bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh 
terhadap penghindaran pajak. 
 
H4 : siklus hidup perusahaan pada tahap 
introduction dan decline (mature dan growth) 
berpengaruh positif (negatif) terhadap Tax 
Avoidance 
 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai 
p-value dari siklus hidup perusahaan adalah 0,499 (p-
value>0.05). Sehingga Siklus Hidup (SH) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Oleh 
karena itu, hipotesis 4 yang menyatakan bahwa siklus 
hidup perusahaan pada tahap introduction dan 
decline (mature dan growth) berpengaruh positif 
(negatif) terhadap Tax Avoidance ditolak. Hasil 
penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Hasan et al. (2016) 
yang menyatakan bahwa siklus hidup berpengaruh 
terhadap tax avoidance.  Graham et al. (2014) 
menyatakan bahwa ada biaya reputasi yang harus 
dijaga oleh setiap perusahaan, oleh karena itu 
ditolaknya hipotesis ini dapat disebabkan karena 
perusahaan mempertimbangkan reputasi yang harus 
dihadapi jika perusahaan melakukan penghindaran 
pajak, sehingga perusahaan menghindari resiko yang 
dapat disebabkan dari aktivitas  penghindaran pajak. 
Menurut penelitian Rego (2012) manajer didalam 
perusahaan yang cenderung menghindari resiko akan 
lebih sedikit memikirkan cara untuk melakukan 
penghindaran pajak, sedangkan rata-rata manajer 
dan CEO yang ada di Asia cenderung untuk 
menghindar dari resiko.  Jadi, siklus hidup perusahaan 
tidak berpengaruh pada penghindaran pajak karena 
karakteristik manajemen yang memutuskan apakah 
akan melakukan penghindaran pajak atau tidak. 
 
H5 : Perusahaan pada fase introduction dan decline 
(growth dan mature) akan memperlemah 
(memperkuat) hubungan antara kepemilikan 
institusional dengan tax avoidance. 

 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai 

p-value dari interaksi hubungan antara siklus hidup 
perusahaan dengan kepemilikan institusional adalah 
0,005 (p-value<0.05). Sehingga Siklus Hidup 
Perusahaan berpengaruh signifikan dalam 
memoderasi hubungan Kepemilikan Institusional 
(KepIn*SH) terhadap Tax Avoidance. Selain itu, 
koefisien dari interaksi hubungan antara siklus hidup 
perusahaan dengan kepemilikan institusional adalah 
0,8497. Sehingga, Siklus Hidup Perusahaan Memiliki 
pengaruh positif dalam memoderasi hubungan 
Kepemilikan Institusional (KepIn*SH) terhadap Tax 
Avoidance.Oleh karena itu, H4 yang menyatakan 
bahwa perusahaan pada fase introduction dan 
decline (growth dan mature) akan memperlemah 
(memperkuat) hubungan antara kepemilikan 
institusional dengan tax avoidance ditolak karena 
signifikan namun tidak berhubungan negative ditolak. 
 
H6 : Perusahaan pada fase introduction dan decline 
(growth dan mature) akan memperlemah 



(memperkuat) hubungan antara komisaris 
independen dengan tax avoidance.  
 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai 
p-value dari interaksi hubungan antara siklus hidup 
perusahaan dengan komisaris independen adalah 
0,041 (p-value <0.05). Sehingga Siklus Hidup 
Perusahaan Berpengaruh signifikan dalam 
memoderasi hubungan Komisaris Independen 
(KomIn*SH)terhadap Tax Avoidance. Selain itu, 
koefisien dari interaksi hubungan antara siklus hidup 
perusahaan dengan komisaris independen adalah 
−0,67. Sehingga, Siklus Hidup Perusahaan memiliki 
pengaruh negatif dan signifikan dalam memoderasi 
hubungan Komisaris Independen (KomIn*SH) 
terhadap Tax Avoidance. Akan tetapi, variabel 
independen dan dependen pada penelitian ini tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan, oleh karena itu 
adanya moderasi siklus hidup perusahaan tidak dapat 
memperkuat atau memperlemah hubungan antar 
variabel. Oleh karena itu, H5 yang menyatakan bahwa 
Perusahaan pada fase introduction dan decline 
(growth dan mature) akan memperlemah 
(memperkuat) hubungan antara komisaris 
independen dengan tax avoidance ditolak. 

 
H7 : Perusahaan pada fase introduction dan decline 
(growth dan mature) akan memperlemah 
(memperkuat) hubungan antara komite audit 
dengan tax avoidance. 
 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai 
p-value dari interaksi hubungan antara siklus hidup 
perusahaan dengan komite audit adalah 0,168 (p-
value>0.05). Sehingga Siklus Hidup Perusahaan tidak 
berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan 
Komite Audit (KA*SH) terhadap Tax Avoidance. Oleh 
karena itu, H6 yang menyatakan bahwa perusahaan 
pada fase introduction dan decline (growth dan 
mature) akan memperlemah (memperkuat) 
hubungan antara komite audit dengan tax avoidance 
ditolak. 

 
Kesimpulan 

 
Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang 
telah dilakukan dalam bab sebelumnya, peneliti 
menyimpulkan hasil dari penelitian ini sebagai 
berikut:  
1. Penelitian ini belum berhasil membuktikan 

bahwa kepemilikan institusional dapat 
mempengaruhi tax avoidance.  

2. Penelitian ini belum berhasil membuktikan 
bahwa komisaris independen dapat 
mempengaruhi tax avoidance.  

3. Penelitian ini belum berhasil membuktikan 
bahwa komite audit dapat mempengaruhi tax 
avoidance. 

4. Penelitian ini belum berhasil membuktikan 
bahwa siklus hidup perusahaan dapat 
mempengaruhi tax avoidance. 

5. Penelitian ini belum berhasil membuktikan 
bahwa dengan adanya siklus hidup perusahaan 
pada fase introduction dan decline dapat 
memperlemah dan fase mature dan growth 
dapat memperkuat hubungan antara 
kepemilikan institusional dengan tax avoidance. 

6. Penelitian ini belum berhasil membuktikan 
bahwa dengan adanya siklus hidup perusahaan 
pada fase introduction dan decline dapat 
memperlemah dan fase mature dan growth 
dapat memperkuat hubungan antara komisaris 
independen dengan tax avoidance. 

7. Penelitian ini belum berhasil membuktikan 
bahwa dengan adanya siklus hidup perusahaan 
pada fase introduction dan decline dapat 
memperlemah dan fase mature dan growth 
dapat memperkuat hubungan antara komite 
audit dengan tax avoidance. 

 
 

Saran 
 

Dari hasil penelitian yang telah dijalankan, terdapat 
beberapa saran yang dapat digunakan sebagai 
pertimbangan untuk peneliti selanjutnya : 
1. Dalam penelitian ini variabel independen hanya 

berpengaruh sebesar 8,6% sehingga bagi 
penelitian selanjutnya disarankan untuk 
menggunakan variabel independen lain yang 
dapat mempengaruhi tax avoidance. 

2. Memperluas populasi maupun sampel dalam 
penelitian sehingga mampu mendapatkan 
gambaran seberapa besar pengaruh 
penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan 
Indonesia dari berbagai sektor dan 
menggunakan periode waktu yang lebih panjang 
sehingga tahapan siklus hidup perusahaan juga 
dapat lebih terlihat.  

3. Bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang 
sejenis dapat menambahkan komponen lain 
dari corporate governance seperti kualitas audit 
atau kepemilikan manajerial tidak terbatas 
dalam kepemilikan institusional, komisaris 
independen dan komite audit saja. 



Keterbatasan Hasil Penelitian  

 
Dalam penelitian ini masih memungkinkan 

terdapat keterbatasan maupun kekurangan. Untuk 
mendapatkan laporan keuangan masing-masing 
perusahaan, peneliti hanya dapat mengakses melalui 
website perusahaan dan jika data yang dibutuhkan 
tidak ada pada website tersebut, penelitian pada 
perusahaan terkait tidak dapat dilanjutkan. 
Keterbatasan pada penelitian ini terletak pada jumlah 
sampel perusahaan. Jumlah sektor industri konsumsi 
yang terdaftar di BEI 2015-2019 sebanyak 51 
perusahaan, namun hanya 24 perusahaan yang dapat 
diteliti karena beberapa perusahaan tidak 
menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dan 
tidak memiliki laporan data yang diperlukan untuk 
penelitian ini pada tahun 2015-2019 yang 
menyebabkan beberapa perusahaan tidak bisa 
digunakan dalam penelitian ini. 
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